KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUATAN DAN
PENGUNGGAHAN KONTEN PADA SOSIAL MEDIA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa pengunggahan produk hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Majene belum memiliki standar
operasional prosedur;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan dan
Pengunggahan Konten pada Sosial Media Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2012 Nomor
82);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
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Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 692);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 784);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134 /Kpts/KPU /Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04-
Kpt/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJENE TENTANG STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA SOSIAL
MEDIA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN
2026.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan
dan Pengunggahan Konten pada Sosial Media Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Majene Tahun 2026 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisah dari Keputusan ini.

Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan
dan Pengunggahan Konten pada Sosial Media Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Majene sebagai pedoman dalam melakukan
pengunggahan serta pengelolaan unggahan konten pada sosial

media Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal
1 Januari 2026. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 05 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Teknis
P§rty§'lm,ggaraan Pemilu dan Hukum,

\
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SALINAN LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN
KONTEN PADA SOSIAL MEDIA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJENE TAHUN 2026

NOMOR SOP 10 Tahun 2026

TANGGAL SOP 21 Januari 2026

TANGGAL REVISI (23 April 2026

TANGGAL .
PENGESAHAN  |0° Mei 2026

DISAHKAN OLEH KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJENE

KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd.
KABUPATEN MAJENE
MUNAWIR
SUB BAGIAN : TEKNIS NAMA SOP STANDAR OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PROSEDUR
HUKUM PEMBUATAN DAN

PENGUNGGAHAN KONTEN
PADA SOSIAL MEDIA
JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJENE

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun |1. Memahami regulasi dan mampu melakukan
2008 tentang Keterbukaan Informasi analisis dokumen hukum;
Publik; 2. Memahami proses Pengunggahan Konten pada
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Media Sosial JDIH KPU;
tentang Penetapan Peraturan |3. Memiliki kemampuan produksi estetika visual
Pemerintah Pengganti Undang- dan manajemen konten digital.

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang,
sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum,
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023;

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2012 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Nasional;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
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Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan  Komisi
Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019
tentang Standar Pengelolaan
Dokumen dan Informasi Hukum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum  Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016
tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 10/HK.04-Kpt/08/2022 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi

dan Informasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten /Kota.

KETERKAITAN

PERLENGKAPAN

SOP Pengunggahan Produk Hukum Pada
Website JDIH

1. Laptop/Perangkat Komputer;
2. Handphone;
3. Wifi/Jaringan Internet.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan
dengan baik maka berpotensi Kkrisis
komunikasi dan ketidakpastian hukum
yang dapat merusak kredibilitas
lembaga.

Disimpan dalam bentuk naskah asli elektronik
(softcopy).
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SALINAN LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MAJENE

NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN
KONTEN PADA SOSIAL MEDIA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJENE TAHUN 2026

UMUM

ALUR/BAGAN SOP PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA SOSIAL MEDIA JDIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

PELAKSANA MUTU BAKU
Petugas Penanggung
No KEGIATAN Redaksi/ Fomam dak‘:‘i"l K‘g::.:“" Jawab/ | T | KELENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
Operator JDIH Sekretaris
1 Memberikan disposisi/petunjuk Disposisi 15 Disposisi
i i it | dan arahan
pembuatan konten media sosial -4 - menit
2 . Menghimpun bahan konten media Disposisi 2 hari | konsep
sosial; ' | kont'en .
. Membuat konsep konten media media sosial
sosial; - '

sosial.

. Menyampaikan konsep konten media

Koreksi

Koreksi

&
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Mengoreksi konten media sosial:

1 jam

a. “Koreksi”, memberikan koreksi; Seht N kanscy
b. “Setuju”, menyetujui konsep konten. = 4 kont.e .
media sosial
a. Mendesain materi konten media sosial; Setuiu 1 hari | konsep
b. Menyampaikan konten media sosial i konten
dalam bentuk grafis/video sekaligus ] media sosial
caption (keterangan) dan hastag. Tidak =
l
erpa‘;)erikan persetujuan konten media 1 jam | konsep
sosial: konten
a. “Setuju’, al}.llntuk dilanjutkan proses SN —’-_‘_’-—" ’ media sosial
pengunggahan; ) ;
b. “Tidak’, dilakukan perbaikan Setuju -
enyampaikan konsep media sosial siap 15 konsep
unggah -4 menit | konten
media sosial
siap unggah
Mengunggah konten media sosial 30 konsep
- menit | konten
media sosial
siap unggah

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

Simbol Belah Ketupat/ Decision (

o R

Simbol Kapsul/ Terminator ( @#® ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;

Simbol Kotak/ Process ([l ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( —* ) untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);

Simbol Segilima/ Off-Page Connector ( .) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.
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PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian
sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan,;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan

selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan;

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Majene
Pada tanggal 05 Mei 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

~Kepala Sub Bagian Teknis

/. Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

B

.':i"Ma'syita Machmud



